





1.1 Latar Belakang 
 Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih 
luas, baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area 
memanjang/jalur, dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang 
pada dasarnya tanpa bangunan (Permen PU No 5 Tahun 2008). Ruang terbuka 
terdiri atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau. Ruang Terbuka 
Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang 
penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang 
tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (Permen PU 
No 5 Tahun 2008). Ruang terbuka non hijau adalah ruang terbuka di wilayah 
perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang 
diperkeras, maupun yang berupa badan air (Permen PU No 5 Tahun 2008). 
Seiring terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan proses 
industrialisasi, penggunaan lahan menjadi permasalahan karena dengan 
adanya pembangunan pabrik dan pembangunan lainya, menyebabkan ruang 
terbuka semakin berkurang. Pemikiran secara intuitif dalam penggunaan lahan 
sebenarnya telah dilakukan sejak lama, akan tetapi pemikiran untuk 
menggunaan lahan secara lebih efisien atau dengan cara yang berencana, baru 
memperoleh wujud yang lebih jelas sesudah Perang Dunia I (Sandy,1980). 
Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam 
pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang tersedia di 
wilayah, dengan tetap memelihara dan menjaga keseimbangan ekosistem dan 
kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk juga di 
dalamnya terdapat unsur perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian 
pemanfaatan ruang. Wewenang Pemerintah Pusat adalah dalam hal 
pengaturan penataan ruang, berperan dalam memfasilitasi, melakukan bentuk 





Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 berisi tentang proporsi luasan 
Ruang Terbuka Hijau, dimana luasan RTH adalah minimal 30% dari luas 
suatu wilayah. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah 20% , dan sisanya 10% 
adalah Ruang Terbuka Hijau Privat. Ruang Terbuka Hijau Privat, adalah RTH 
milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk 
kalangan terbatas. Ruang Terbuka Hijau Publik, adalah RTH yang dimiliki 
dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk 
kepentingan masyarakat secara umum.  
Berdasarkan Permen PU No 5 Tahun 2008, RTH memiliki beberapa 
fungsi, antara lain fungsi utama (ekologis), dan fungsi tambahan (fungsi sosial 
dan budaya, fungsi ekonomi, dan fungsi estetika). Fungsi ekologis yang 
dimaksud adalah RTH berfungsi sebagai paru-paru kota, pengatur iklim 
mikro, peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat 
satwa, penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta penahan 
angin.  Fungsi sosial dan budaya antara lain menggambarkan ekspresi budaya 
lokal, sebagai media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, wadah dan 
objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam. Dilihat 
dari fungsi ekonominya, sumber produk bisa dijual dan menjadi bagian dari 
usaha pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Fungsi estetika RTH adalah 
untuk meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari 
skala mikro maupun makro, menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga 
kota, pembentuk faktor keindahan arsitektural, menciptakan suasana serasi 
dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.  
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW Kabupaten) adalah 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara yang mengatur struktur dan 
pola tata ruang wilayah Kabupaten Jepara (Perda Kab Jepara No 2 Tahun 
2011). Keseimbangan antara pembangunan fisik dan ekosistem sangat 
diperlukan, dimana dalam pembangunan harus mengacu pada  RTRW yang 






Kabupaten Jepara merupakan kabupaten yang berada di Jawa Tengah. 
Kabupaten Jepara terdiri dari 16 kecamatan, 195 desa, dan 34 desa pantai. 
Kecamatan Jepara adalah salah satu kecamatan yang sekaligus menjadi Ibu 
Kota Kabupaten Jepara. Kabupaten Jepara berbatasan dengan Laut Jawa di 
bagian utara dan barat, berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Pati di 
sebelah timur, dan bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak. Luas 
wilayah Kabupaten Jepara adalah 1.004,13 km
2
. Kecamatan dengan wilayah 
paling luas adalah Kecamatan Keling yaitu 123,116 km
2
, sedangkan wilayah 
dengan luas paling kecil adalah Kecamatan Kalinyamatan yaitu 24,179 km
2 
.  
Kecamatan Jepara sendiri memiliki 5 desa dan 11 kelurahan yaitu Desa 
Mulyoharjo, Desa Kuwasen, Desa Bandengan, Desa Wonorejo, Desa  
Kedungcino, Kelurahan Karangkebagusan, Kelurahan Demaan, Kelurahan 
Bulu, Kelurahan Kauman, Kelurahan Panggang, Kelurahan Potroyudan, 
Kelurahan Bapangan, Kelurahan Saripan, Kelurahan Jobokuto, Kelurahan 
Ujungbatu, dan Kelurahan Pengkol. Kecamatan Jepara memiliki ketinggian 
antara 0 sampai dengan 46 meter dari permukaan laut. Luas wilayah 
Kecamatan Jepara adalah 24,66 km
2 
.  
Penggunaan Lahan di Kecamatan Jepara, berdasarkan data BPS Tahun 
2013 dan Tahun 2018, telah terjadi alih fungsi lahan sebanyak 71 ha, yang 
sebelumnya merupakan sawah, menjadi lahan terbangun. Perubahan ini terjadi 
karena dorongan akan kebutuhan, seperti hunian, dan sekolah. Penggunaan 
Lahan di Kecamatan Jepara terbagi menjadi 5 jenis, antara lain sawah, 
bangunan halaman sekitar, tegalan, tambak, dan tanah lainnya. Dari 5 jenis 
penggunaan lahan, yang termasuk dalam kategori komponen pengisi RTH 
adalah sawah, tegalan, dan tanah lainnya. Bangunan halaman sekitar dan 
tambak termasuk Non RTH. Luas RTH pada tahun 2013 adalah 1074,306 ha 
(43,55%), sedangkan tahun 2017 adalah 1003,519 ha (40,68%). Luas Non 
RTH pada tahun 2013 adalah 1392,695 ha (56,45%), sedangkan tahun 2017 
adalah 1463,482 ha (59,32%). Selisih antara Tahun 2013 dan 2017 adalah 





Luas penggunaan lahan di Kecamatan Jepara ditunjukkan pada Tabel 1.1 
berikut ini.  




Penggunaan Lahan (ha) 








1 Karangkebagusan 52,787 8,500 1,500 30,213 - 93,000 
2 Demaan 8,000 4,220 4,216 43,778 - 60,214 
3 Bulu - - 7,910 78,340 1.000 87,250 
4 Kauman 1,000 - 2,500 39,843 7,000 50,343 
5 Panggang - - 4,921 32,482 - 37,403 
6 Potroyudan - 1,000 6,440 44,560 - 52,000 
7 Bapangan 2,000 9,000 3,000 89,000 - 103,000 
8 Saripan - - 8,250 36,750 - 45,000 
9 Jobokuto - - 5,515 42,418 - 47,933 
10 Ujungbatu 0,500 25,485 2,546 40,392 - 68,923 
11 Pengkol - 9,174 6,981 42,645 - 58,800 
12 Mulyoharjo 102,000 77,000 29,695 183,200 - 391,895 
13 Kuwasen 26,670 83,970 13,100 123,900 - 247,640 
14 Bandengan 127,850 155,336 15,000 288,263 - 586,449 
15 Wonorejo 12,000 74,127 4,000 120,873 - 211,000 
16 Kedungcino 76,712 80,250 21,151 149,038 - 327,151 
Jumlah PL 409,52 528,06 136,72 1.384,7 8,000 2.467 
Jumlah 1074,306 1392,695 2.467 
Presentase (%) 43,55  56,45 100 















Penggunaan Lahan (ha) 








1 Karangkebagusan 36,000 8,500 1,500 47,000 - 93,000 
2 Demaan 6,000 4,220 4,216 45,778 - 60,214 
3 Bulu - - 7,910 78,340 - 86,250 
4 Kauman 1,000 - 2,500 39,843 7,000 50,343 
5 Panggang - - 4,921 32,482 - 37,403 
6 Potroyudan 1,000 - 6,440 44,560 - 52,000 
7 Bapangan 2,000 9,000 3,000 89,000 - 103,000 
8 Saripan - - 8,250 36,750 - 45,000 
9 Jobokuto - - 5,515 42,418 - 47,933 
10 Ujungbatu 1,000 24,985 2,546 40,392 - 68,923 
11 Pengkol - 9,174 6,981 42,645 - 58,800 
12 Mulyoharjo 92,000 77,000 29,695 193,200 - 391,895 
13 Kuwasen 26,670 83,970 13,100 123,900 - 247,640 
14 Bandengan 85,850 155,336 15,000 330,263 - 586,449 
15 Wonorejo 21,000 65,127 4,000 120,873 - 211,000 
16 Kedungcino 81,712 75,250 21,151 149,038 - 327,151 
Jumlah PL 354,23 512,56 136,73 1.456,48 7,000 2.467 
Jumlah 1003,519 1463,482 2.467 
Presentase (%) 40,68  59,32 100 









Kepemilikan RTH berdasarkan Permen PU Tahun 2008, terbagi menjadi 
2 yaitu RTH Publik dan RTH Privat. RTH berdasarkan jenisnya 
dikelompokkan menjadi 4, yaitu RTH Pekarangan (Pekarangan Rumah 
Tingal, Halaman Perkantoran, Pertokoan, dan Tempat Usaha, Taman Atap 
Bangunan), RTH Taman dan Hutan Kota (Taman RT, Taman RW, Taman 
Kelurahan, Taman Kecamatan, Taman Kota, Hutan Kota, Sabuk Hijau) , RTH 
Jalur Hijau Jalan (Pulau Jalan dan Median Jalan, Jalur Pejalan Kaki, Ruang di 
Bawah Jalan Layang) , dan RTH Fungsi Tertentu (RTH Sempadan Rel Kereta 
Api, Jalur Hijau Jaringan Listrik Tegangan Tinggi, RTH Sempadan Sungai, 
RTH Sempadan Pantai, RTH Pengamanan Sumber Air Baku, Pemakaman).  
Kecamatan Jepara menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi, pusat 
pemerintahan, dan pusat kegiatan sosial. Dari segi ekonominya, Jepara 
memiliki banyak komoditas yang bisa dimanfaatkan dan dikelola secara 
maksimal, salah satunya kerajinan ukir dan furniture, dimana aktivitas 
ekonomi komoditas tersebut berkembang sangat pesat. Dilihat dari segi 
kependudukan, jumlah penduduk di Kecamatan Jepara dari tahun ke tahun 
selalu bertambah (BPS,Kecamatan Jepara dalam Angka). Daerah tepi pantai, 
sekarang telah dibangun banyak hotel dan resort, dimana investor utamanya 
adalah orang asing. Bahkan warga asing yang sudah lama tinggal di Jepara 
lebih memilih untuk menikahi orang pribumi, untuk bisa membeli lahan 
tersebut , dengan mengatasnamakan kepemilikan lahan dengan identitas 
istrinya.  
Dengan adanya perkembangan kegiatan ekonomi yang pesat dan 
pertumbuhan penduduk, maka bertambah pula kebutuhan akan ruang, yang 
mengakibatkan kebutuhan ruang yang mengarah pada perkembangan 
pembangunan fisik. Adanya pembangunan fisik di Kecamatan Jepara, berarti 
terjadi perubahan penggunaan lahan, yang sebelumnya adalah ruang terbuka, 
berubah fungsi menjadi pemukiman, pabrik furniture, dan hotel. Hal ini harus 
menjadi perhatian yang lebih bagi pemerintah daerah, karena jika terjadi 
pembangunan terus menerus, tetapi tidak diimbangi dengan pembangunan 





tinggal akan berkurang, karena fungsi utama RTH adalah fungsi ekologis 
yaitu sebagai paru-paru kota (sirkulasi udara yang baik), penyerap polusi, 
penyerap air hujan, peneduh dan penahan angin. 
Dalam penelitian ini peneliti akan mengidentifikasi persebaran Ruang 
Terbuka Hijau di Kecamatan Jepara, mengevaluasi dan mengkaji kesesuaian 
antara ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Jepara dengan 
Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, dan mengevaluasi serta mengkaji 
kesesuaian antara ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Jepara 
dengan RTRW Kabupaten Jepara. 
Berdasarkan uraian tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan 
penelitian dengan judul “KAJIAN RUANG TERBUKA HIJAU DI 






1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang penulis tuliskan di atas, maka dapat 
dirumuskan masalah mengenai Kajian Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan 
Jepara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana persebaran Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Jepara ? 
2. Bagaimanakah kesesuaian antara ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di 
Kecamatan Jepara dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 ? 
3. Bagaimanakah kesesuaian antara ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di 
Kecamatan Jepara dengan RTRW Kabupaten Jepara ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Mengidentifikasi persebaran Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Jepara. 
2. Mengevaluasi dan mengkaji kesesuaian antara ketersediaan Ruang Terbuka 
Hijau di Kecamatan Jepara dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007. 
3. Mengevaluasi dan mengkaji kesesuaian antara ketersediaan Ruang Terbuka 
Hijau di Kecamatan Jepara dengan RTRW Kabupaten Jepara. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
1. Sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan program S1 
Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Sebagai masukan dan bahan untuk Pemerintah Daerah Jepara dalam 
perencanaan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang sesuai dengan 
Undang-Undang, dan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Jepara. 






1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 
1.5.1 Telaah Pustaka 
1.5.1.1 Geografi 
Geografi merupakan studi yang mempelajari hubungan kausal gejala-
gejala yang terjadi di permukaan bumi, baik yang bersifat fisik ataupun yang 
menyangkut dengan kehidupan makhluk hidup beserta berbagai 
permasalahannya melalui pendekatan keruangan, kelingkungan, serta regional 
untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan (Bintarto 
,1981). Adapun 10 konsep geografi sebagai berikut : 
1) Konsep Lokasi 
a) Lokasi absolut : lokasi letak lintang, dan bujur bersifat tetap. 
b)  Lokasi relatif : lokasi bergantung daerah sekitar, bersifat berubah.  
2) Konsep Jarak 
a) Jarak geometrik dinyatakan dalam satuan panjang kilometer, 
b) Jarak waktu yang diukur dengan satuan waktu (jarak tempuh). 
3) Konsep Keterjangkauan 
 Sulit atau mudahnya suatu lokasi untuk dapat dijangkau dipengaruhi oleh 
lokasi, jarak, dan kondisi tempat.  
4) Konsep Pola 
 Pola merupakan tatanan geometris yang beraturan.   
5) Konsep Geomorfologi  
 Geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi. 
6) Konsep Aglomerasi 
 Kecenderungan pengelompokan gejala terkait dengan aktivitas manusia.  
7) Konsep Nilai Kegunaan 
 Manfaat yang diberikan wilayah di muka bumi pada makhluk hidup, 
tidak sama pada semua orang. Nilai kegunaan pun bersifat relatif. 
8) Konsep Interaksi Interdependensi 
Interaksi merupakan terjadinya hubungan yang saling mempengaruhi 





9) Konsep Diferensiasi Area 
 Fenomena yang berbeda antara tempat yang satu dengan yang lain.  
10) Konsep Keterkaitan Keruangan 
 Keterkaitan antara suatu fenomena dengan fenomena lainnya.  
Penelitian ini tidak lepas dari 10 konsep geografi. Konsep lokasi dalam 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lokasi persebaran RTH. Konsep 
jarak dalam penelitian ini adalah jarak geometrik, dimana jarak menunjukkan 
luasan RTH dalam satuan panjang km/ha. Konsep keterjangkauan adalah 
seberapa sulit atau mudah suatu lokasi RTH untuk dapat dijangkau. Konsep 
pola menunjukkan RTH pada sempadan jalan yang menerapkan pola 
memanjang. Konsep geomorfologi menunjukkan bahwa RTH pada lokasi 
penelitian, termasuk dalam wilayah pesisir laut dan dataran rendah dimana 
ketinggiannya mulai dari 0 - 46 mdpl, sehingga bentuk lahannya adalah marin. 
Dalam penelitian ini konsep aglomerasi merupakan pengelompokan lahan 
pertanian (komponen RTH) pada kawasan penduduk yang berprofesi sebagai 
petani. Konsep Nilai Kegunaan pada RTH tergolong tinggi karena memiliki 
fungsi ekologis, fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi, dan fungsi estetika. 
Konsep interaksi interdependensi dalam penelitian ini adalah apabila kuantitas 
RTH di suatu wilayah masih rendah atau belum memenuhi standar yang 
berlaku, maka cuaca akan terasa panas, terjadi polusi dan sistem sirkulasi 
udara yang buruk karena oksigen yang diproduksi oleh tanaman sedikit, dan 
menyebabkan tidak seimbangnya antara lahan terbangun dan tidak terbangun. 
Konsep diferensiasi area menunjukkan persebaran RTH  yang berbeda antara 
satu wilayah dengan wilayah yang lain. Konsep keterkaitan keruangan 
menunjukkan hubungan antara wilayah ibukota Kabupaten Jepara dengan 
kuantitas dan kualitas RTH. 
1.5.1.2 Penggunaan Lahan 
Lahan merupakan lingkungan fisik dan biotik yang berkaitan dengan 
daya dukungnya terhadap perikehidupan dan kesejahteraan hidup manusia. 





meliputi hewan, tumbuhan, dan manusia yang secara potensial akan 
berpengaruh terhadap penggunaan lahan (FAO, 1976). 
Penggunaan lahan merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam 
untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. 
Penggunaan lahan terbagi menjadi lahan pertanian dan lahan non pertanian. 
Penggunaan lahan pertanian  dimanfaatkan sebagai sawah, perkebunan, dan 
sebagainya. Penggunaan lahan non pertanian dimanfaatkan sebagai 
pemukiman, industri, dan sebagainya. 
1.5.1.3 Tata Ruang Kota 
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan 
ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, 
tempat makhluk hidup melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan 
hidupnya (UU No 24 Tahun 1992 Bab 1 Pasal 1). Tata Ruang adalah wujud 
struktur ruang dan pola ruang. Struktur Ruang adalah susunan pusat-
pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana, yang berfungsi 
sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat, yang secara hierarkis 
memiliki hubungan fungsional. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang 
dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung, 
dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya (Perda Kab Jepara No 2 Tahun 
2011).  
Tata ruang perkotaan lebih kompleks dari tata ruang perdesaan, sehingga 
perlu lebih diperhatikan dan direncanakan dengan baik. Kawasan di wilayah 
perkotaan terbagi dalam beberapa zona, seperti perumahan dan permukiman, 
perdagangan dan jasa, industri, pendidikan, perkantoran dan jasa, terminal, 
wisata dan taman rekreasi, pertanian dan perkebunan, tempat pemakaman 
umum, dan tempat pembuangan sampah. Dampak dari rencana tata 
ruang wilayah perkotaan yang kurang baik adalah kesemrawutan kawasan, 
yang mengakibatkan berkembangnya kawasan kumuh yang berdampak 
kepada gangguan terhadap sistem transportasi, dampak lingkungan yang 





kebakaran. Rencana Tata Ruang Wilayah kota menjadi dasar untuk penerbitan 
perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.  
1.5.1.4 Ruang Terbuka Hijau 
Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih 
luas, baik dalam bentuk kawasan maupun area memanjang/jalur bersifat 
terbuka, yang ada dasarnya tanpa bangunan. Ruang terbuka terdiri atas Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau. RTH adalah area 
terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh alamiah maupun yang 
sengaja ditanam. Ruang terbuka non hijau adalah ruang terbuka di suatu 
wilayah yang berupa lahan yang diperkeras maupun badan air (Permen PU No 
5 Tahun 2008). 
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan luas wilayah di 
perkotaan, tercantum dalam UU No 26 Tahun 2007 sebagai berikut: 
1)  Ruang Terbuka Hijau terdiri dari RTH Publik dan RTH privat. 
2)  Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah minimal 30% yang 
      terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. 
RTH Privat adalah milik institusi tertentu atau perseorangan yang 
pemanfaatannya untuk kalangan terbatas. RTH Publik adalah milik  
pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara 
umum. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin 
keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi, 
mikroklimat, maupun ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan 
udara bersih untuk  masyarakat. 
Fungsi RTH 
Berdasarkan Permen PU No 5 Tahun 2008, RTH memiliki beberapa 
fungsi dan manfaat. Fungsi tersebut yaitu fungsi utama (ekologis), dan fungsi 
tambahan yang meliputi (sosial budaya, ekonomi, dan estetika). Dalam wilayah 
perkotaan, 4 fungsi RTH ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, 
kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, 





1) Fungsi utama (ekologis) 
a) Sistem sirkulasi udara (paru-paru kota) dan produsen oksigen. 
b) Sebagai peneduh dan penahan angin. 
c) Penyerap air hujan. 
d) Penyedia habitat satwa. 
e) Penyerap polutan media udara, tanah, dan air. 
2) Fungsi tambahan 
a) Fungsi sosial dan budaya:  
(1) Menggambarkan ekspresi budaya lokal. 
(2) Merupakan media komunikasi warga kota. 
(3) Tempat rekreasi dan objek dalam mempelajari alam.  
b) Fungsi ekonomi:  
(1) Sumber produk yang bisa dijual, seperti bunga, dan buah. 
(2) Bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, dan perkebunan. 
c) Fungsi estetika: 
(1) Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik 
dari skala mikro maupun makro (secara keseluruhan). 
(2) Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota. 
(3) Pembentuk faktor keindahan arsitektural. 
(4) Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area 
  Manfaat RTH 
Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 2, yaitu: 
1)  Manfaat langsung, yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan 
      (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual. 
2)  Manfaat tidak langsung, yaitu pembersih udara yang sangat efektif, 
    pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian 







1.5.1.5 Komponen Ruang Terbuka Hijau 
Berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2007, komponen RTH meliputi : 
1) Taman Wisata Alam 
2) Taman Kota 
3) Hutan Lindung 
4) Hutan Kota 
5) Taman Rekreasi 
6) Taman Lingkungan Perumahan dan Pemukiman 
7) Taman Lingkungan Perkantoran dan Gedung Komersial 
8) Taman Hutan Raya 
9) Cagar Alam 
10) Bentang Alam 
11) Kebun Raya 
12) Kebun Binatang 
13) Pemakaman Umum 
14) Lapangan Olah Raga 
15) Lapangan Upacara 
16) Parkir Terbuka 
17) Lahan Pertanian Perkotaan 
18) Jalur dibawah tegangan tinggi (SUUT dan SUTET) 
19) Sempadan sungai, pantai, bangunan, situ, dan rawa 
20) Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, pedestrian 
21) Kawasan dan jalur hijau 
22) Daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara 
23) Taman Atap (Roof Garden) 
 Dalam penelitian ini menggunakan 12 komponen RTH yang meliputi 
Taman Kota, Hutan Kota, Taman Rekreasi, Taman Lingkungan Perumahan 
dan Pemukiman, Taman Lingkungan Perkantoran dan Gedung Komersial, 
Pemakaman Umum, Lapangan Olahraga, Lapangan Upacara,  Parkir 
Terbuka, Lahan Pertanian Perkotaan, Sempadan Sungai, dan Jalur Pengaman 





1.5.1.6 Kepemilikan Ruang Terbuka Hijau 
Kepemilikan RTH berdasarkan Permen PU 2008, terbagi menjadi RTH 
Publik dan RTH Privat. Terdapat 4 jenis RTH , yaitu RTH Pekarangan, RTH 
Taman dan Hutan Kota, RTH Jalur Hijau Jalan, dan RTH Fungsi Tertentu. 
Kepemilikan RTH berdasarkan Permen PU disajikan pada Tabel 1.3 
Tabel 1.3 Kepemilikan RTH 
 Sumber : Permen PU 2008 
Data kepemilikan RTH menjadi acuan dalam penelitian, karena 
berdasarkan UU No 26 Tahun 2007, kebutuhan RTH adalah 30% dari luas 
wilayah (20% RTH Publik, 10% RTH Privat). Data kepemilikan RTH memuat 
rincian jenis-jenis RTH, lengkap dengan pengklasifikasiannya, baik yang 






1. RTH PEKARANGAN   
 a. Pekarangan Rumah Tinggal  v 
 b. Halaman Perkantoran, Pertokoan, dan Tempat Usaha  v 
 c. Taman atap bangunan  v 
2. RTH TAMAN DAN HUTAN KOTA   
 a. Taman RT v v 
 b. Taman RW v v 
 c. Taman Kelurahan v v 
 d. Taman Kecamatan v v 
 e. Taman Kota v  
 f. Hutan Kota v  
 g. Sabuk hijau (green belt) v  
3. RTH JALUR HIJAU JALAN   
 a. Pulau Jalan dan Median Jalan v v 
 b. Jalur Pejalan Kaki v v 
 c. Ruang di bawah Jalan Layang v  
4. RTH FUNGSI TERTENTU   
 a. RTH Sempadan Rel Kereta Api v  
 b. Jalur Hijau Jaringan Lisrik Tegangan Tinggi v  
 c. RTH Sempadan Sungai v  
 d. RTH Sempadan Pantai v  
 e. RTH Pengamanan Sumber Air Baku / Mata Air v  





1.5.1.7 Penginderaan Jauh (PJ) 
PJ merupakan ilmu dan seni untuk mendapatkan informasi suatu objek, 
dengan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa 
kontak langsung terhadap objek yang dikaji. Objek yang direkam adalah 
permukaan bumi untuk berbagai kepentingan (Lillesand dan Kiefer, 1979). 
Gambar hasil dari penginderaan jauh disebut citra. Citra yang diperoleh 
melalui penginderaan jauh dan sistem informasi geografis, akan menghasilkan 
informasi yang akurat sebagai data pengunaan lahan. Komponen-Komponen 
Penginderaan Jauh adalah sebagai berikut: 
1) Sumber Tenaga 
Sumber tenaga dalam proses inderaja terdiri atas: 
a) Sistem pasif adalah sistem yang menggunakan sinar matahari 
b) Sistem aktif adalah sistem yang menggunakan tenaga buatan  
2) Atmosfer 
  Molekul-molekul gas di atmosfer dapat menyerap, memantulkan, dan 
  melewatkan radiasi elektromagnetik.  
3) Interaksi Tenaga dan Objek 
Interaksi terlihat dari rona yang dihasilkan foto udara. Objek berdaya 
pantul tinggi terlihat cerah pada citra,objek berdaya pantul rendah terlihat 
gelap pada citra. 
4) Sensor dan Wahana 
Sensor merupakan alat pemantau yang dipasang pada wahana. Sensor 
fotografik, merekam objek melalui proses kimiawi. Sensor elektronik, 
elektrik berbentuk sinyal. Wahana adalah media pembawa sensor.  
5) Perolehan Data 
Data yang diperoleh dari kegiatan inderaja ada 2 jenis. Data manual 
diperoleh melalui interpretasi citra dengan alat bantu 
 stereoskop. Data numerik (digital) diperoleh melalui software inderaja. 
6) Pengguna Data 
Pengguna data yaitu orang atau lembaga yang memanfaatkan hasil 





1.5.1.8 Sistem Informasi Geografis 
SIG adalah sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki 
informasi informasi spasial (bereferensi keruangan), yang memiliki 
kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola dan menampilkan 
informasi berefrensi geografis (Murai, 1999). John E. Harmon, Steve J. 
Anderson menyatakan pendapatnya bahwa Komponen-Komponen Sistem 
Informasi Geografis (SIG) terdiri dari 5 komponen. Komponen tersebut antara 
lain Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Data, Manusia, dan Metode.  
1) Perangkat Keras (hardware) 
Perangkat keras SIG adalah perangkat-perangkat fisik atau bagian dari 
sistem komputer yang mendukung analisis geografi dan pemetaan.  
2) Perangkat Lunak (software) 
Perangkat lunak digunakan untuk melakukan proses menyimpan, 
menganalisa, memvisualkan data spasial maupun non-spasial.  
3) Data 
Pada prinsipnya terdapat dua jenis data untuk mendukung SIG. Data 
Spasial direpresentasikan berupa grafik, peta, gambar berformat digital, 
disimpan dalam bentuk koordinat x,y (vektor) atau image (raster) yang 
memiliki nilai tertentu.. Data Non Spasial (Atribut) berbentuk tabel yang 
berisi informasi yang saling terintegrasi dengan data spasial yang ada. 
4) Manusia 
Manusia merupakan perencana dan pengguna dari SIG.  
5) Metode 












1.5.2 Penelitian Sebelumnya 
Muhammad Ali Majidhi Romadhoni melakukan penelitian dengan judul 
“Analisis Prioritas Ruang Terbuka Hijau Daerah Pemukiman Melalui 
Pemanfaatan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geogafis di Kecamatan 
Kotagede” dengan tujuan mengetahui tingkat kenyamanan daerah pemukiman 
berdasarkan parameter yang telah digunakan, mengetahui level prioritas 
penataan RTH daerah pemukiman di Kecamatan Kotagede, dan mengetahui 
distribusi daerah-daerah prioritas penataan RTH berdasarkan tingkat 
kenyamanan pemukiman. Metode yang digunakan yaitu Interpretasi Citra 
Quickbird. Hasil dari penelitian tersebut adalah Prioritas penataan RTH 
terbagi menjadi 3 kelas. Prioritas I dengan wilayah seluas 1.940.928 m
2
 
menunjukkan bahwa Kotagede sangat tidak nyaman untuk hunian dan sangat 
memerlukan penaatan ruang, prioritas II seluas 597.684 m
2
 menunjukan 
bahwa RTH Kota Gede cukup ditata kembali. Wilayah dengan luas 444.884 
m
2
 menunjukkan bahwa RTH Kotagede tidak diprioritaskan lagi penataannya. 
Nisrina Mei Dhaniar melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi 
Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dengan Pendekatan Berbasis Objek di 
Kota Yogyakarta Tahun 2017” dengan tujuan untuk mengetahui agihan ruang 
terbuka hijau berdasarkan klasifikasi OBIA di Kota Yogyakarta tahun 2017, 
dan mengevaluasi ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta tahun 
2017. Metode yang digunakan yaitu OBIA dan survei. Hasil dari penelitian 
tersebut adalah Ketersediaan RTH di Kota Yogyakarta Tahun 2017 
berdasarkan analisis OBIA yaitu 986,789 ha (30,37%) dari luas wilayah kota 
Yogyakarta. Presentase ketersediaan RTH di Kota Yogyakarta adalah 9,76% 
RTH Publik dan 20,61% RTH privat. 
Gitaasih Rahmawati melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Ruang 
Terbuka Hijau di Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur Provinsi Sumatera Selatan”. Penelitian ini memiliki 2 tujuan, yaitu 
mengidentifikasikan persebaran ruang terbuka hijau di Martapura, dan 
mengevaluasi ketersediaan ruang terbuka hijau di Martapura. Metode yang 





adalah Kecamatan Martapura memiliki Ruang Terbuka Hijau yang memadai, 
yaitu sebesar 37,37% dari total luas daerah 176,48 ha. Persebaran RTH di 
Kecamatan Martapura hampir merata, namun masih ada desa atau kelurahan 
yang belum memiliki RTH. 
Penelitian yang dilakukan peneliti berjudul “Kajian Ruang Terbuka Hijau 
di Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah”. Memiliki 3 
tujuan yaitu mengidentifikasi persebaran Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan 
Jepara, mengevaluasi dan mengkaji kesesuaian antara ketersediaan Ruang 
Terbuka Hijau di Kecamatan Jepara dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 
2007, mengevaluasi dan mengkaji kesesuaian antara ketersediaan Ruang 
Terbuka Hijau di Kecamatan Jepara dengan RTRW Kabupaten Jepara. 
Metode yang digunakan adalah interpretasi citra dan survey lapangan. 




















Tabel 1.4 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 





Analisis Prioritas Ruang 
Terbuka Hijau Daerah 
Pemukiman Melalui 
Pemanfaatan Penginderaan 
Jauh dan Sistem Informasi 
Geogafis di Kecamatan 
Kotagede 
 Mengetahui tingkat kenyamanan daerah 
pemukiman Mengetahui level prioritas penataan 
RTH daerah pemukiman di Kecamatan Kotagede 
 Mengetahui distribusi daerah-daerah prioritas 





 Prioritas penataan RTH terbagi menjadi 3 kelas. 
Prioritas I dengan wilayah seluas 1.940.928,353 m
2
 
menunjukkan bahwa Kotagede sangat tidak nyaman 
untuk hunian dan sangat memerlukan penaatan ruang, 
prioritas II seluas 597.684,0768 m
2
 menunjukan bahwa 
RTH Kota Gede cukup ditata kembali. Wilayah 
dengan luas 444.884,0288 m
2
 menunjukkan bahwa 




Ruang Terbuka Hijau 
dengan Pendekatan 
Berbasis Objek di Kota 
Yogyakarta Tahun 2017 
 Mengetahui Agihan RTH Berdasarkan Klasifikasi 
OBIA di Kota Yogyakarta Tahun 2017 
 Mengevaluasi Ketersediaan RTH di Kota 





 Ketersediaan RTH di Kota Yogyakarta Tahun 2017 
berdasarkan OBIA yaitu 986,789 ha atau 30,37% dari 
luas wilayah kota Yogyakarta. Presentase RTH adalah 




Evaluasi Ruang Terbuka 
Hijau di Kecamatan 
Martapura Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Timur 
 Mengidentifikasi persebaran RTH di Kecamatan 
Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
 Mengevaluasi ketersediaan RTH di Kecamatan 
Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
Survei 
 Kecamatan Martapura memiliki RTH yang memadai 
37,37% dari luas daerah 176,48 ha Persebaran RTH di 
Kec Martapura hampir merata, namun masih ada desa 
yang belum memiliki ruang terbuka hijau. 
Widya 
Rahayuningtyas 
Kajian Ruang Terbuka 
Hijau di Kecamatan Jepara 
Kabupaten Jepara Provinsi 
Jawa Tengah 
 Mengidentifikasi persebaran RTH di Kecamatan 
Jepara 
 Mengevaluasi dan mengkaji kesesuaian antara 
ketersediaan RTH di Kecamatan Jepara dengan 
UU No. 26 Tahun 2007 
 Mengevaluasi dan mengkaji kesesuaian antara 
ketersediaan RTH di Kecamatan Jepara dengan 





 RTH Privat di Kec Jepara tersebar di 16 
desa/kelurahan tetapi untuk RTH Publik 
persebarannya tidak merata. 
 RTH di Kecamatan Jepara sebesar 1041.21 ha atau 
42.27 %, dimana RTH Publik sebesar 74 ha atau 2.98 
% , dan RTH Privat sebesar 969.2 ha atau 39.29 % 
 Walaupun proporsi RTH melebihi 30% , daerah 
penelitian belum aman karena didominasi oleh RTH 
Privat yang terancam berkurang keberadaannya 
sewaktu-waktu.  





1.6 Kerangka Penelitian 
   Meningkatnya pertumbuhan penduduk menjadi permasalah utama pada 
suatu kota, karena dengan meningkatnya pendududuk, meningkat pula 
pembangunan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembangunan tersebut 
meliputi pembangunan Perumahan, pembangunan Pabrik dan pembangunan 
Hotel. Pembangunan Perumahan terjadi dimana-mana karena dengan 
meningkatnya jumlah penduduk, dibutuhkan pula tempat tinggal. Pembangunan 
Pabrik dipicu karena meningkatnya perekonomian di bidang industri, khususnya 
sentra ukir dan furniture Jepara, sehingga dibutuhkan pabrik-pabrik baru atau 
tambahan sebagai tempat produksi. Pembangunan Hotel juga terjadi sangat pesat, 
terutama di sepanjang tempat rekreasi yaitu Pantai Kartini dan Pantai Tirto 
Samudro, Hotel berperan penting karena sebagai sarana untuk tempat tinggal 
sementara turis yang berkunjung ke wisata andalan Jepara. Adanya 
pembangunan tersebut, terjadilah alih fungsi lahan , yang sebelumnya adalah 
ruang terbuka menjadi lahan terbangun. Hal itu menyebabkan Ruang Terbuka, 






























Gambar 1.1 Kerangka Penelitian 









Kebutuhan Ruang Meningkat 
Pembangunan 














1.7 Batasan Operasional 
Evaluasi adalah proses untuk mempertimbangkan sesuatu barang, hal atau gejala 
dengan mempertimbangkan beragam faktor yang kemudian disebut Value 
Judgment (Raka Joni, 1975). Maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah 
proses menetukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarakan acuan-
acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Data yang diperoleh dari hasil 
pengukuran, dapat digunakan sebagai analisis situasi program berikutnya. 
Geografi merupakan studi yang mempelajari hubungan kausal gejala-gejala yang 
terjadi di permukaan bumi, baik yang bersifat fisik ataupun yang menyangkut 
dengan kehidupan makhluk hidup beserta berbagai permasalahannya, melalui 
pendekatan keruangan, kelingkungan, serta regional (Bintarto, 1981). 
Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik yang 
direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan adanya hierarki dan keterkaitan 
pemanfaatan ruang (Nur Subagyo,1999 dalam buku kuliah Teori Keruangan). 
Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, 
yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang 
tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja (Permen PU No 5 Tahun 2008). 
RTH yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 12 komponen, antara lain 
Taman Kota, Hutan Kota, Taman Rekreasi, Taman Lingkungan Perumahan dan 
Pemukiman, Taman Lingkungan Perkantoran dan Gedung Komersial, 
Pemakaman Umum, Lapangan Olahraga, Lapangan Upacara, Parkir Terbuka, 
Lahan Pertanian Perkotaan, Sempadan Sungai, dan Jalur Pengaman Jalan.  
Interpretasi Citra merupakan perbuatan mengkaji foto udara atau citra dengan 
maksud untuk mengidentifikasi objek dan nilai arti penting objek tersebut 
(Skirpsi, Inggit Taurizina 2017). 
Kesesuaian RTH dengan RTRW adalah  menyesuaikan ada tidaknya 
komponen RTH yang terdapat pada RTRW dengan kondisi di Lapangan 
(Penulis, 2019). 
